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MOTTO

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi
karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dn
kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatan (untuk kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah adalah Maha

Mengetahui terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan™”

"QS. AnNisa: 135. A/ Qur’an danTerjemahan. (Bandung: PenerbitDiponegoro)
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RINGKASAN

Pasar tradisional merupakan salah satu pilar pembakit perekonomian
Indonesia. Pasar tradisional memiliki potensi ekonomis maupun sosial. Dalam
potensi ekonnomi, sebagian besar para pelaku usaha dalam pasar tradisional
adalah merupakan masyarakat golongan mengenagah ke bawah. Kemudian dalam
potensi sosial, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan
pembeli untuk tawar-menawar harga sehingga terjalin komunikasi yang
menciptakan hubugan sosial di dalamnya. Selain itu pasar tradisional merupakan
representasi dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia yang ada sejak
dahulu. Masuknya investasi di Indonesia khususnya dalam industri ritel,
kemudian menyebabkan mulai muncul berbagai toko modern, seperti misalnya
Hipermarket, Supermarket, Mal dan Mini Market. Investasi tersebut
memunculkan kompetisi antara pasar tradisional dan pasar modern. Dengan
adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional
adalah pihak yang paling rentan karena terbatasnya akses terhadap faktor modal,
informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari Ssisi
distribusinya. Sehingga masuknya investasi ini lebih menjadi ancaman bagi
keberadaan pasar tradisional daripada manfaat yang didapatkan.

Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian dibahas dalam
skripsi ini yaitu Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar
tradisional terhadap maraknya pasar modern dan Bagaimana perlindungan hukum
bagi pasar tradisional terhadap pasar modern.

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : Untuk
memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk menerapkan
ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang
selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan
memahami perlindungan hukum beserta peraturannya bagi pasar tradisional di
Indonesia dalam menghadapi maraknya pasar modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan menelaah isu
hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik
kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah
pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian lebih spesifik diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan peraturan turunannya yaitu

xiii
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern. Berdasarkan muatan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan
Permendag No. 56 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah untuk menentukan pengaturan zonasi pasar tradisional dan modern di
wilayahnya masing-masing. Dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan
diatas, memberikan bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan
represif bagi pasar tradisional. Salah satu bentuk perlindungan preventif dari
pemerintah adalah masing-masing pemeritah pusat dan pemerintah daerah
ataupun secara bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional
dalam mengahadapi maraknya pasar modern. Peran pemerintah pusat dalam
perlindungan hukum preventif bagi pasar tradisional selain menerbitkan regulasi-
regulasi tersebut, jugs termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 vyaitu berupa
pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selain bertugas
menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan
dan memelihara iklim persaingan yang kondusif. Sedangkan bentuk perlindungan
preventif oleh pemerintah daerah bagi pasar tradisional adalah dengan cara
mengeluarkan peraturan daerah tentang pasar tradisional dan pasar modern, sesuai
dengan muatan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun
2014 yang menganggap bahwa daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan
kebutuhan daerahnya sehingga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah
dalam penentuan zonasi pasar tradisional dan pasar modern beserta perizinannya.
Kemudian perlindungan hukum represif oleh pemerintah adalah dengan
pemberian sanksi administratif yang diberlakukan bertahap yaitu peringatan
tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha..

Saran Penulis, pemerintah hendaknya lebih memihak kepada rakyat
khususnya pelaku usaha dalam pasar tradisional yang mayoritas terbatas dalam
segi modal dan informasi daripada peritel besar. Pemerintah perlu memberikan
ketegasan terhadap pelaksanaan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No.
56 Tahun 2014. Selain itu perlu dibentuknya peraturan yang berbentuk Undang-
Undang dalam sektor ritel yang lebih memihak pasar tradisional dan memuat
pengaturan hubungan sektor ritel besar dan kecil sehingga saling selaras dan
berimbang. Sementara dalam meminimalkan menjamurnya pasar modern dapat
dilakukan dengan pembatasan jumlah pendirian, penentuan lokasi pendirian dan
memperketat perizinannya dalam wilayang masing-masing daerah. Permerintah
pusat telah memberikan kewenangan tersebut kepada tiap-tiap pemerintah daerah,
akan tetapi pemerintah pusat harusnya tidak tutup mata terhadap implementasi
peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu pilar pembangkit ekonomi Indonesia. Pasar
merupakan salah satu cerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas
karena pasar menjadi wadah utama atau tempat para pelaku ekonomi menjual
produk-produk lokal maupun interlokal, pasar biasa disebut dengan pasar
tradisional. Pasar tradisional memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan baik
secara ekonomis maupun sosial. Pertama, secara ekonomis mampu menghidupi
ribuan orang atau ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.! Para pelaku
ekonomi yang terlibat dalam pasar tradisional sebagian besar merupakan
masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, pasar tradisional juga
memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Data BPS per Agustus
2011 menunjukkan bahwa sektor ini mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja.
Angka ini menempati posisi kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3
juta tenaga kerja usia di atas 15 tahun.?

Potensi pasar tradisional yang kedua adalah sebagai ruang publik
merupakan arena untuk membentuk jalinan relasi sosial-ekonomi, dimana di
dalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati dan
empati kepada sesamanya.® Dalam kegiatannya, pasar tradisional bukan hanya
sebagai tempat terjadinya jual-beli tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan
representasi dari adat istiadat yang ada di dalam masyarakat.

Pada era globalisasi dan liberalisasi dalam dunia perekonomian dan
perdagangan ini, telah mempengaruhi aspek tatanan kehidupan masyarakat dunia
dan tidak terkecuali Indonesia. Hal ini ditandai dengan terus masuknya arus
investasi di wilayah Indonesia. Investasi merupakan faktor penting dalam

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena investasi

! Sadilah, Emiliana, dkk. Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota
Semarang-Jawa Tengah, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta,
2011), Hal. 6

>www.kppu.go.id diakses tanggal 26 Januari 2016

3 Sadilah, Emiliana, dkk. Op Cit, Hal. 6
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merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara
dan juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri. Salah satu
bidang usaha yang menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor pasar atau ritel,
khususnya industri ritel modern baik yang berskala besar, menengah maupun
kecil. Investasi di pasar modern ini selanjutnya mengakibatkan berdirinya
berbagai toko modern, seperti misalnya Hipermarket, Supermarket, dan Mini
Market. Pasar modern tersebut berkembang dengan cepat, bukan hanya di wilayah
perkotaan tetapi juga telah merambah ke daerah pedesaan. Dengan adanya pasar-
pasar modern di kehidupan masyarakat tersebut telah melahirkan dua konsep
pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional.

Arus masuknya investasi di sektor pasar tersebut telah memunculkan
kekuatan-kekuatan ekonomi berskala besar, seperti konglomerasi. Munculnya
konglomerasi tentu saja dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga di sisi lain membawa dampak ketimpangan ekonomi pada
pelaku ekonomi rakyat. Seiring dengan arus masuknya investasi di sektor pasar
modern yang tak terkendali ini, kemudian diikuti dengan diberlakukannya
liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998, telah menimbulkan persaingan/kompetisi
antar supermarket di pasar ritel Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan
pemain lokal tetapi juga pemain asing. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa
kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan
terkena dampak kompetisi antara supermarket. Kompetisi ini kemudian
menimbulkan masalah kesenjangan, baik antar golongan ekonomi, antar sektor,
terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap
faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari
sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan
peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan
perekonomian modern lainnya.”

Secara faktual, ritel tidak hanya membawa peluang tetapi juga ancaman.

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPSI) sudah lama memberi warning

* Marcel Seran, Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi
Perdagangan, ejournal.Undip.ac.id, MMH Jilid 43 No. 3 Juli 2014. Hal. 389
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bahwa setiap berdiri satu ritel modern, sejumlah pasar tradisional mati.”Ancaman
ritel memang sudah bersifat masif. Bahkan boleh dikatakan tidak ada kota atau
kabupaten yang tidak berdiri minimarket. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia
(IKAPPI) menyatakan, jumlah pasar tradisional di Indonesia semakin berkurang,
tergerus keberadaan pasar modern. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri
menuturkan, kondisi ini bisa terlihat dari jumlah pasar tradisional setiap tahunnya
menyusut. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat jumlah pasar
tradisional pada 2007 mencapai 13.450 pasar jumlah ini. Namun kurun waktu
empat tahun turun menjadi 9.950 pasar. Di sisi lain, kurun waktu yang sama
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) merilis terjadinya penambahan
pasar modern sebanyak 8.000 unit. Dipastikan penambahan pasar modern
menggerus keberadaan pasar tradisional.®

Guna menyelamatkan pasar tradisional dari gempuran pasar modern,
sejumlah regulasi tengah disiapkan. Model regulasi seperti penataan zonasi, pola
kemitraan dengan pelaku usaha lokal, waktu operasi, serta jarak lokasi pasar
tradisional dan pasar modern sudah dikeluarkan. Sayangnya langkah tersebut
belum efektif di beberapa daerah. Di Kota Malang terdapat indikasi bahwa banyak
pengelola minimarket yang melanggar peraturan daerah Kota Malang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
Pelanggaran yang paling kasat mata adalah jarak antara minimarket dengan pasar
tradisional dan jarak antar sesama minimarket. Dalam Perda Kota Malang No. 8
Tahun 2010 diatur jarak antara Pasar Modern dengan Pasar Rakyat minimal 500
meter. Dalam faktanya jarak Alfamart dengan Pasar Bunul kira kira hanya 100
meter. Kemudian dalam kasus lain Indomart di Jalan Mayjend Panjaitan Kota
Malang. Ditempat itu tim menemukan fakta bahwa Indomart di Jalan Panjaitan
belum memiliki izin usaha. ’

Menghadapi persoalan di atas, fungsi dan peran negara dalam hal ini

pemerintah sangat diperlukan. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah

> www.kppu.go.id diakses tanggal 26 Januari 2016
® www.liputan6.com diakses tanggal 27 Januari 2016
7 https://pemerintahan.memontum.com diakses tanggal 28 Oktober 2018
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komitmen dan kebijakan hukum pemerintah terhadap hak ekonomi dan sosial
masyarakat berupa hak untuk berusaha yaitu dengan menciptakan kondisi, yang
memungkinkan setiap individu atau masyarakat bebas dalam menentukan
pilihannya dan negara menjamin ketersediaan barang-barang dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat® sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PASAR TRADISIONAL TERHADAP MARAKNYA PASAR MODERN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di rumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan pasar modern merugikan pasar tradisional?

2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap pasar

modern?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) hal yaitu tujuan

umum dan tujuan khusus, yaitu:
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember;

2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama
perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan
sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.

3. Untuk memberikan konstribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada
umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta

almamater.

8 Taufiq Effend, Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, him. 4-5.
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1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan pasar modern di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum

bagi pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode
penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi,
teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi. Pada hakekatnya metode memberikan pedoman tentang cara-cara
seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan
yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah
yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji

kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar.®

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan
menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan
atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.
Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian penerapan-penerapan kaidah atau

norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah
Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diggunakan dalam mendapat
informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan

yang dipakai penulis dalam penelitian karya skripsi ini yaitu:

? peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Hal.
96
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1. Pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu pendekatan undang-
undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.™

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual approach) yaitu pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum dengan tujuan melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan
isu hukum yang dihadapi serta sebagai sandaran bagi penulis dalam
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum

tersebut.

1.4.3 Bahan hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan
rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber
rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum
yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data. Sumber bahan hukum dalam
skripsi ini adalah beberapa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan non hukum yang dapat digunakan untuk memcahkan permasalahan

yang dihadapi.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autroriatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.** Bahan hukum primer yang digunakan
dalam skripsi ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

1% 1pid. Hal. 29.
" 1bid. Hal. 141.
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang
bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi:
buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan
pengadilan.’® Bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi dengan masalah
yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat membantu memberikan petunjuk
bagi peneliti.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian
juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.
Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik,
Ekonomi, Sosial, Kebudayaan ataupan laporan-laporan penelitian non hukum dan
jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.*® Bahan-
bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperluas wawasan peneliti dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

1.5 Analisa Bahan Hukum
Analisa bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk

menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi, proses analisa bahan hukum

2 1bid. Hal. 142
B Ibid. Hal. 143
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dilakukan dengan beberapa tahap. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa

penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak
dipecahkan;

Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang
dipandang mempunyai relevansi;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
permasalahan yang diajukan;

Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan
berdasarkan  argumentasi yang telah dibangun dalam
kesimpulan.*

Hasil proses analisa bahan hukum tersebut diuraikan dalam pembahasan

hingga pada kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi

berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Y Ibid. Hal. 171
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya.
Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi, menjaga dan memelihara.
Sedangkan kata hukum menurut R. Soeroso adalah himpunan peraturan yang
dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai
sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.™
Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu wujud dari
upaya dalam memberikan keadilan menurut Undang-Undang yang berlaku yang
merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan
hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,
kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.®

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai
manusia.'’

Beberapa pengertian perlindungan hukum diatas menyimpulkan bahwa
perlindungan hukum adalah suatu keadaan dimana subyek hukum memperoleh
kepastian hukum atas hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat dipaksakannya dengan suatu sanksi.

> R. Soeroso S.H, Pengantar lImu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 38.

1o Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 1984), Hal. 133

" setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister llmu Hukum Program
Pascasarjana universitas Sebelas Maret, 2004), Hal. 3.
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Perlindungan hukum menjadi syarat untuk terjadinya suatu kepastian hukum

untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Dalam perlindungan hukum terdapat beberapa unsur-unsur yang harus
dipenuhi. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat berdasarkan beberapa pemahaman
tentang perlindungan hukum tersebut diantaranya:

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa
siapa saja yang haknya dilanggara dalam hidup bermasyarakat maka
ja dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan
pelanggaran tersebut ditindak oleh hukum.

2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi
yang telah ditentukan oleh hukum.

3. Asas kesamaan hukum (rechtsgleicheit) yaitu hukum dituntut sesuai
dengan cita-cita keadilan masyarakat.

4. Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan
ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai
kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut®

Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka hukum atau peraturan

tersebut tidak dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan perlindungan dan
kepastian hukum.Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi agar mencapai pada tujuan

dari perlindungan hukum yang sesungguhnya.

2.1.3 Bentuk Perlindungan hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:*
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

18 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), Hal. 15.
9 Musrihah, Dasar dan Teori Ilmu Hukum, (Bandung: Grafika Persada, 2000), Hal. 30.
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pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak hidup, hak
kebebasan, dan hak untuk dilindungi. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam
menurut John Locke pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan
rasio. Menurut John Locke kelahiran negara memang berdasarkan perjanjian
sosial, tetapi menurutnya tidak semua hak dan wewenang rakyat diberikan kepada
negara. Kekuasaan negara yang bersumber dari hak dan wewenang yang diberikan
oleh rakyat itu hanya sebagian saja. Oleh karena hanya sebagian, maka si
penerima hak dan wewenang itu mempunyai kewajiban pokok yaitu menghormati
hak-hak asasi rakyat yang diatur dalam konstitusi. Konstitusilah sebagai bentuk
perjanjian sosial itu.”> Sehingga kekuasaan negara tersebut tidak bersifat mutlak,
akan tetapi dengan kekuasaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak yang
dimaksud dari bahaya baik dari luar maupun dari dalam.

Landasan dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia
adalah Pancasila. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir
dan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah
prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang
bersumber pada Pancasila.?* Sehingga prinsip perlindungan hukum oleh
pemerintah ini berkonsep pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

20 Rato, Dominikus,Filsafat Hukum: Mencari,menemukan, dan Memahami Hukum, (Surabaya:
LaksBang Justitia, 2010), Hal. 278

2t Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, (Surabaya: Bina limu,
2007), Hal. 19
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asasi manusia, yang didalamnya memberikan pembatasan-pembatasan hak dan
kewajiban pemerintah dan masyarakat.

2.2 Pasar
2.2.1 Pengertian Pasar

Regulasi pasar telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta
beberapa aturan dibawahnya. Pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi
perdagangan barang dan jasa.

Pengertian pasar lainnya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual
beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun
sebutan lainnya.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan
sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk
orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat
pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari
perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual
untuk item pertukaran. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah
setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis
barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut
dengan transaksi. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Peranan
keduanya melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar
penawaran dan permintaan.Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan
distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua

item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih
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atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk
memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.?

Menurut Belshaw, pasar tidak hanya merupakan lembaga tukar menukar,
tetapi pasar berfungsi sebagai tempat penyebaran dan penyimpanan barang, serta
tempat berpindahnya komuditas dari satu orang ke orang lain, atau dari suatu
tempat ke tempat lain, dan dari peranan satu ke peranan yang lain. Jadi pasar
adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan,
politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar
menukar. Pasar dalam hal ini jelas mempunyai peranan sangat penting dalam
sistem ekonomi. Mekanisme kegiatan pasar sangat diwarnai oleh arus barang

yang tersedia, dan menentukan karakteristik pasar itu sendiri.?

2.2.2 Fungsi Pasar

Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli
(konsumen) memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi
masyarakat. Adapun fungsi pasar dalam kegiatan ada tiga macam, yaitu antara
lain :

a. Fungsi Pembentukan Harga : Fungsi pembentukan harga. artinya pasar
merupakan tempat dalam menentukan harga (nilai) suatu barang karna
pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling
berinteraksi atau saling tawar menawar sehingga memunculkan suatu
kesepatakan suatu harga (nilai) barang tersebut.

b. Fungsi Distribusi : Fungsi Distribusi. artinya pasar memudahkan produsen
dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli
secara langsung.

c. Fungsi Promosi : Fungsi Promosi. artinya pasar merupakan tempat yang
paling cocok bgi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan

barangnya kepada konsumen. 2

%2 http://id.wikipedia.org diaakses tanggal 15 Februari 2016
% sadilah, Emiliana, dkk. Op Cit, Hal. 1-2
* www.artikelsiana.com diakses tanggal 5 April 2016
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2.2.3 Klasifikasi Pasar

1. Pasar Tradisional

Pengertian pasar tradisional dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha
berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil dandengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pengertian lainnya menyebutkan bahwa pasar tradisional merupakan
tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi
penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar,
bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual
kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-
sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain
itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini
masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan
perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar®

Pasar tradisional yang ada baik di kota maupun di desa memiliki ciri khas
dalam proses jual-beli, pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat bertemunya
antara penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan tempat berlangsungnya
hubungan sosial-ekonomi. Dalam proses jual-beli tersebut, terdapat tawar-

menawar antara penjual dan calon pembeli melalui hal itu terjadi interaksi sosial.

* http://id.wikipedia.org diakses tanggal 15 Februari 2016
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Para penjual dan pembeli dapat menjalin komunikasi dan bertukar informasi atau
yang bisa disebut dengan interaksi sosial. Sehingga dalam pasar tradisional tidak
hanya terdapat ruang ekonomi saja, tetapi juga dengan menciptakan ruang sosial
yang dapat merekatkan hubungan-hubungan sosial dan memungkinkan
langgengnya transaksi ekonomi.

Selain hal tersebut, pasar tradiisonal merupakan tempat yang mana para
pelaku usahanya mayoritas golongannya menengah kebawah. Terkait hal tersebut,
pasar tradisional menjadi peran penting dalam menjaga perekonomian paling
bawah dalam negeri. Pasar tradisional dapat menjadi strategi dalam penyerapan
tenaga kerja, pasar tradisional juga dapat menjadi dasar ekonomi yang kuat
sehingga dapat menyelamatkan negara dari berbagai krisis ekonomi global.
Berdasarkan hal tersebut, pasar tradisional merupakan pilar penyangga
perekonomian negara. Kelebihan-kelebihan pasar tradisional lainnya antara lain:?

Tidak ada kesenjangan ekonomi antar pelaku ekonomi dalam pasar
Tidak ada monopoli dalam pasar

Kegiatan ekonomi dalam pasar didasarkan atas kejujuran
Kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat

Pemerintah tidak bisa masuk dan ikut campur secara langsung dalam
pasar

6. Produsen baru bisa masuk ke pasar dengan mudah
Kemudian ciri umum dari pasar dari pasar tradisional, yaitu: >’

gk wDnp e

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah
daerah.

2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli : Tawar
menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar.
Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan
pembeli yang lebih dekat.

3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama :
Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan
setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga
terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya
seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal :
Barang dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi
yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa

*® http://www.ilmudasar.com diakses tanggal 5 November 2018
*7 http://infodanpengertian.blogspot.co.id diakses tanggal 15 Februari 2016
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dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada

tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport

hingga keluar pulau atau negara.
2. Pasar modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar
jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan
pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada
dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau
dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan
makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang
dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.*®

Pengertian pasar modern juga dapat dipersamakan dengan pengertian toko
modern, hal ini karena toko modern mewakili dari pasar modern itu sendiri.
Pengertian toko modern dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern, toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,
Supermarket, Departement store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk
perkulakan.

Karakteristik dari pasar modern/toko modern sangat berbeda dengan
karakteristik pasar tradisional. Hal ini karena toko modern sangat inovatif dan
memanfaatkan teknologi terbaru, sedangkan pasar tradisional mempertahankan
nilai-nilai dari adat dan kebudayaan. Karakteristik dari toko modern secara umum
adalah: %

1. Menawarkan kenyamanan dalam berbelanja dengan daya dukung
teknologi terbaru.

*® https://id.wikipedia.org diakses tanggal 5 November 2018
*® www.pengertianku.net diakses tanggal 15 Februari 2016
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2. Lokasi dari toko modern umumnya di perkotaan karena membidik
masyarakat kalangan menengah ke atas.

3. Barang yang di jual di toko modern merupakan produk dari
produsen besar yang sudah memiliki good will.

4. Sering menawarkan diskon produk/harga/hadiah kepada pembeli.

Kelebihan dalam pasar modern antara lain :*

1. Mutu dan kualitas barang yang ditawarkan baik
Barang yang diperdagangkan pada pasar modern harus memenuhi
standar tentu sehingga kualitasnya terjamin. Apabila ada barang
yang tidak laku (kualitasnya menurun) misalnya seperti sayuran,
maka penjual akan berusaha membuat usaha yang menarik minat
pengunjung atas barang tersebut, contohnya adalah dengan
memberikan potongan harga (diskon) besar-besaran.

2. Tempat yang bersih, nyaman dan tenang
Salah satu hal yang paling diperhatikan oleh penjual di pasar modern
adalah kepuasan konsumen atau pembelinya. Seperti yang Kkita
ketahui, kebersihan dan kenyamanan merupakan faktor yang erat
kaitannya dengan kepuasan ketika berbelanja, oleh karena itu
keadaan atau kondisi pada pasar modern bersih, nyaman dan
tenang.

3. Meingkatkan Produk Domestik Bruto
Produk Domestik Bruto adalah nilai total dari jumlah produksi
barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
Meningkatnya Produk Domestik Bruto juga mengindikasikan
peningkatan Pendapatan Negara. Oleh karena itu pasar modern akan
berdampak negatif kepada ekonomi negara.

4. Menambah lapangan kerja
Pasar modern membutuhkan karyawan dalam menjalankan
fungsinya, mereka membutuhkan orang-orang Yyang punya
kemampuan dalam pemasaran, pelayanan konsumen, penjaga
keamanan, petugas kebersihan, dll. Karena itu pasar modern juga
berperan dalam mengatasi pengangguran dengan membuka
lowongan pekerjaan.

2.2.4 Struktur Pasar
Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-
aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar,

antara lain jumlah penduduk dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar,

keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar.’' Pada

% http://www.ilmudasar.com diakses tanggal 5 November 2018
*Tr Kurnawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Makro, (Jakarta: Grasindo,
2006), Hal. 188
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prinsipnya struktur pasar diklasifikasikan menjadi pasar persaingan sempurna dan
pasar persaingan tidak sempurna.

1. Pasar Persaingan Sempurna.

Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal, karena sistem
pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan
memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Pasar
persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri
dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, setiap penjual ataupun pembeli tidak
dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar
persaingan sempurna adalah sebagai berikut :

a) Perusahaan adalah pengambil harga (price taker)

b) Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk

c) Menghasilkan barang serupa (homogen)

d) Terdapat banyak perusahaan di pasar

e) Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa
penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu beberapa pembeli yang
menguasai pasar atau harga.** Sehingga keadaan dalam pasar persaingan tidak
sempurna sangat berbanding terbalik dengan persaingan sempurna, dimana di
dalam pasar persaingan tidak sempurna ditandai dengan sedikit penjual akan
tetapi banyak pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi :

a. Pasar Monopoli, ialah sebuah pasar yang dikuasai oleh satu orang penjual.
Dalam Pasar monopoli ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh penjual
tersebut karena keadaan suatu pasar bisa langsung berubah hanya karena
suatu tindakan dari penjual tersebut.

b. Pasar Oligopoli, yaitu suatu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan
dengan hasil produksi barang/jasa yang sejenis. Yang artinya dalam Pasar
Oligopoli ini persaingan untuk barang/jasa tersebut hanya terjadi pada

beberapa pada perusahaan tadi. Pasar ini bersaing dengan mengunggulkan

%2 sadono Sukirno, Makroekonomi : Pengantar Teori, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal.
227
* http://www.artikelsiana.com diakses tanggal 5 November 2018
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produk masing-masing. Persaingan bisa dilakukan dari segi kualitas
produk maupun harga produk.

c. Pasar Persaingan Monopolistik, yaitu suatu pasar yang berada antara pasar
monopoli dengan pasar persaingan. Jenis pasar ini tidak memenuhi
persyaratan dari barang/jasa yang homogen yang sehingga tidak menjadi
pasar persaingan sempurna. Barang/jasa tidak homogen Kkarena
mempunyai merk yang berbeda-beda yang sehingga harga dan kualitas
juga bisa berbeda. Persaingan dalam pasar ini terjadi antara beberapa
penjual dan beberapa pembeli untuk barang yang sejenis.

d. Pasar Monopsoni yaitu suatu pasar yang hanya terdiri dari satu pembeli
(tunggal) dan terdiri atas banyaknya penjual. Dalam pasar ini sih Pembeli
memunyai peran lebih dominan. Karena keuntungannya ialah suatu
kualitas barang bagus, harga terjangkau, sedangkan dalam keburukannya
yaitu produk yang dianggap tidak bagus oleh pembeli sering menjadi
penyebab terjadinya kerugian pada produsen.Contohnya : peternak sapi
yang hanya bisa menjual hasil susu sapi ke koperasi susu.

e. Pasar Oligopsoni, yaitu suatu pasar yang terdiri atas beberapa orang
pembeli (Lebih dari 2) dan banyak penjual (produsen). Dalam jenis pasar
ini konsumen lebih dominan, yang sehingga harga sangat dipengaruhi oleh

penawaran atau permintaanya. Contohnya : Pasar Kopi, atau tembakau.®*

** www.seputarilmu.com diakses tanggal 5 April 2016
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis mempunyai
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap
maraknya pasar modern diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang
selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam
peraturan-peraturan tersebut masih banyak kelemahan yang dapat dijadikan
celah bagi pasar modern, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pasar
tradisional. Dalam implementasinya dari peraturan-peraturan tersebut belum
mampu menertibkan pasar modern dan melindungi pasar tradisional seperti
yang diharapkan.

2. Perlindungan hukum pemerintah bagi pasar tradisional berbentuk perlindungan
hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal perlindungan
hukum preventif oleh pemerintah pusat adalah dengan cara mengeluarkan
regulasi seperti yang disebutkan diatas, serta pembentukan lembaga pengawas
yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Perlindungan preventif
oleh pemerintah daerah dengan cara mengeluarkan peraturan daerah tentang
pasar tradisional dan pasar modern, sesuai dengan muatan dalam Perpres No.
112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014 yang menganggap bahwa
daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan kebutuhan daerahnya sehingga
memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam penentuan zonasi

pasar tradisional dan pasar modern beserta perizinannya. Kemudian bentuk
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perlindungan preventif lainnya adalah masing-masing pemeritah pusat dan
pemerintah daerah ataupun secara bersama-sama melakukan pembinaan
terhadap pasar tradisional dalam mengahadapi maraknya pasar modern.
Selanjutnya dalam bentuk perlindungan represif pemerintah dapat memberikan
sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut
diatas.

4.2 Saran

Saran yang dapat Penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan Pepres No. 112 Tahun
2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014. Dalam implementasinya, kedua
peraturan tersebut dirasa hanya memihak kepada peritel besar seharusnya
pemerintah lebih memihak kepada rakyat khususnya pelaku usaha dalam pasar
tradisional yang mayoritas terbatas dalam segi modal dan informasi. Selain itu
perlu dibentuknya suatu regulasi yang berbentuk Undang-Undang dalam
mengatur sektor ritel yang lebih komprehensif dan memberikan jaminan
keseimbangan dalam hubungan dagang antara pemasok dan pusat
perbelanjaan dan toko modern

2. Pemerintah pusat harusnya turut berperan aktif dalam pengawasan Peraturan
Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menjalankan amanat dari
Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014. Pemerintah
pusat harusnya tidak tutup mata seperti pada zonasi pasar tradisional dan
modern beserta perizinannya yang dalam implementasinya tidak memenuhi
persyaratan. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat dalam menekan jumlah
pasar modern dan dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional adalah
dengan mengatur jarak lokasi serta memperketat perizinan pasar modern di

setiap daerah.
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